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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kelembagaan dan kearifan lokal dalam 

mengefektifkan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Serang memiliki 

kearifan lokal dan kelembagaan yang dapat berkontribusi pada mitigasi bencana, namun 

kapasitasnya masih terbatas. Fokus penelitian terletak pada analisis peran kelembagaan, 

pelestarian kearifan lokal, serta integrasi teknologi dengan kearifan lokal melalui kelembagaan 

untuk meningkatkan diseminasi peringatan dini tsunami. Menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode studi kasus di enam desa di Kecamatan Kabupaten Serang, data primer 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dari BPBD Kabupaten Serang, aparat desa, tenaga 

siaga bencana, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

teknologi peringatan dini tsunami menghadapi kendala teknis, lokasi, dan kapasitas. Kearifan lokal 

yang dimiliki masyarakat bermanfaat untuk mitigasi bencana, tetapi mulai terlupakan. 

Kelembagaan di tingkat kabupaten hingga desa memiliki kapasitas rendah dalam mendukung 

mitigasi bencana. Sebagai solusi, integrasi teknologi dan kearifan lokal direkomendasikan untuk 

meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengefektifkan peringatan dini tsunami. Penelitian 

ini menyarankan kebijakan kolaboratif yang memadukan teknologi dan kearifan lokal untuk 

mendukung mitigasi bencana yang lebih efisien di Kabupaten Serang. 

Kata Kunci: kearifan lokal, kelembagaan, mitigasi bencana, peringatan dini, tsunami, integrasi 

teknologi. 
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PRAKATA 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga 

penelitian berjudul “Integrasi Teknologi dan Kearifan Lokal dalam Mengoptimalkan Early 

Warning System (EWS) Mitigasi Bencana Tsunami di Kabupaten Serang” dapat diselesaikan 

dengan baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas mitigasi bencana berbasis 

masyarakat di kawasan rawan tsunami, di mana Kabupaten Serang menjadi salah satu wilayah 

yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman tersebut. Meskipun masyarakat telah memiliki 

kearifan lokal dan struktur kelembagaan yang berpotensi mendukung mitigasi bencana, 

kapasitasnya masih terbatas sehingga memerlukan penguatan secara sistematis. 

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mendeskripsikan dan menganalisis peran kelembagaan 

dan pelestarian kearifan lokal dalam mitigasi bencana, khususnya terkait penyebarluasan informasi 

peringatan dini tsunami. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana integrasi teknologi modern 

dengan kearifan lokal melalui penguatan kelembagaan dapat mengoptimalkan diseminasi 

peringatan dini bagi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem peringatan dini 

berbasis teknologi menghadapi sejumlah kendala teknis, keterbatasan lokasi, dan kapasitas sumber 

daya manusia. Sementara itu, kearifan lokal yang bermanfaat untuk mitigasi mulai tergerus oleh 

perubahan zaman. Selain itu, kapasitas kelembagaan dari tingkat kabupaten hingga desa belum 

sepenuhnya mampu mendukung mitigasi bencana secara efektif. Oleh karena itu, integrasi kearifan 

lokal dengan teknologi modern direkomendasikan sebagai strategi kebijakan yang kolaboratif 

untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami. 

Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis 

menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan arahan, saran, dan 

dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. 

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Budi 

Luhur Jakarta yang telah mendanai penelitian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Semoga 

hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kebijakan mitigasi 

bencana di Kabupaten Serang dan wilayah rawan tsunami lainnya. 

 

Jakarta, Nopember 2025 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakan dan Rumusan Masalah 

Semenjak ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. Kemajuan tersebut terlihat pada terbangunnya komitmen nasional, perkembangan peran 

kelembagaan, meningkatnya kesiapsiagaan seiring dengan terbangunnya ketangguhan komunitas 

dan kemitraan antar pihak untuk menghadapi risiko bencana. Seluruh capaian ini juga diakui oleh 

dunia internasional hingga memperkuat posisi Indonesia dalam kancah penanggulangan bencana 

internasional. 

Keberhasilan tersebut bukan berarti Indonesia sudah terbebas dari bencana. Ancaman bencana di 

Indonesia semakin meningkat. Data berikut menunjukkan perbandingan jumlah kejadian dengan 

jumlah korban akibat bencana di Indonesia, sebagaimana yang terlihat pada tabel 1. Kondisi 

tersebut menjadi triger bagi negara Indonesia untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan 

bencana.  

Tabel 1. Rasio Jumlah Kejadian dan Korban Bencana 2013-2022 

 

 
Sumber: diolah dari DIBI BNPB dan infografis publikasi resmi BNPB, 2023   

 

Data menunjukkan tren bencana di Indonesia sepanjang 2013 hingga 2022 mengalami peningkatan 

yang signifikan, dengan puncak kejadian mencapai 5.003 insiden pada tahun 2020 sebelum 

kembali menurun. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung dan banjir, 

sementara kejadian bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami Sulawesi pada 2018 
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menyebabkan lonjakan jumlah korban jiwa, yang tercermin dari rasio korban terhadap kejadian 

tertinggi sebesar 1,42 pada tahun tersebut. Tanah longsor dan kebakaran hutan juga menunjukkan 

peningkatan yang mencolok, sejalan dengan degradasi lingkungan dan cuaca ekstrem. Meskipun 

jumlah kejadian bencana masih tinggi, angka fatalitas cenderung menurun setelah tahun 2018, 

menunjukkan adanya peningkatan dalam sistem penanggulangan bencana. 

Upaya pendidikan dan pengelolaan risiko bencana, seperti pencegahan dan mitigasi, secara 

bertahap mulai menunjukkan hasil positif. Namun, tingginya jumlah korban jiwa menunjukkan 

perlunya peningkatan akses masyarakat terhadap informasi serta kapasitas untuk menyelamatkan 

diri. Peningkatan ini dapat dicapai melalui penguatan sub-sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini 

yang efektif. 

Indonesia memerlukan sistem peringatan dini yang tidak hanya memberikan waktu yang cukup 

bagi masyarakat untuk menghindari ancaman bencana utama, tetapi juga mampu memperingatkan 

tentang potensi bahaya susulan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengembangan Sistem 

Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (Multi-Hazard Early Warning System – MHEWS) 

menjadi kebutuhan mendesak. 

Penguatan sistem diseminasi informasi dan peringatan dini tsunami bertujuan untuk memastikan 

bahwa informasi terkait bencana dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu, akurat, 

inklusif, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai dasar tindakan. Sistem ini mendukung 

penyelamatan nyawa, perlindungan aset ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan usaha 

di sektor terkait. Informasi yang dihasilkan juga membantu berbagai pihak, termasuk pengelola 

infrastruktur vital (telekomunikasi, listrik, transportasi) dan pelaku sektor bisnis, untuk 

mengurangi dampak bencana alam. 

Keberhasilan diseminasi sistem peringatan dini bergantung pada berbagai faktor, termasuk 

ketersediaan teknologi yang andal dan kemampuan untuk menjangkau masyarakat rentan. 

Teknologi komunikasi modern seperti radio komunikasi (HT), ponsel, menara pancar, dan sirene 

sering menjadi andalan dalam penyebaran informasi cepat. Namun, efektivitas teknologi ini sering 

kali terganggu dalam situasi darurat, seperti gempa bumi, akibat kerusakan pada sistem kelistrikan 

dan jaringan komunikasi [1]. Sebaliknya, masyarakat di daerah rawan bencana sering memiliki 

kearifan lokal berupa metode dan alat tradisional untuk menyampaikan informasi gempa. 

Meskipun efektivitasnya sering diabaikan, metode berbasis kearifan lokal ini lebih dapat 
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diandalkan saat teknologi modern tidak berfungsi [2]. Sayangnya, praktik berbasis kearifan lokal 

tersebut semakin tergerus oleh perkembangan zaman. 

Konteks ini mencerminkan kompleksitas tinggi dalam pengembangan dan implementasi sistem 

peringatan dini yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisiplin dan kolaboratif 

yang melibatkan ilmuwan, pembuat kebijakan, dan komunitas lokal untuk menciptakan sistem 

yang tidak hanya fungsional tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Tantangan utama dalam 

penerapan sistem ini meliputi keterbatasan teknologi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta 

hambatan budaya dalam penerimaan informasi peringatan [3]. Dengan mengintegrasikan 

teknologi modern dan kearifan lokal, pengembangan sistem peringatan dini yang adaptif dan 

inklusif menjadi semakin mendesak untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah rawan 

bencana. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis kelembagaan dalam memanfaatkan 

teknologi dan kearifan lokal untuk meningkatkan efektivitas sistem diseminasi peringatan dini 

tsunami di wilayah Kabupaten Serang Provinsi Banten. 

 

1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah 

Pendekatan pemecahan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami 

secara komprehensif hubungan antara kapasitas kelembagaan, keberlanjutan kearifan lokal, serta 

efektivitas teknologi peringatan dini tsunami dalam konteks masyarakat pesisir Kabupaten Serang. 

Mengingat kompleksitas persoalan mitigasi bencana yang melibatkan berbagai aktor, nilai budaya, 

serta kendala teknis sistem peringatan dini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan orientasi problem‐solving berbasis sistem sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

mengidentifikasi akar permasalahan secara mendalam melalui interaksi langsung dengan 

kelembagaan pemerintah desa, BPBD, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda, serta melalui 

pengamatan atas praktik kearifan lokal yang mulai tergerus. Pendekatan pemecahan masalah 

dilakukan dengan cara memetakan ketidaksesuaian antara kapasitas kelembagaan dan kebutuhan 

diseminasi peringatan dini, mengungkap peluang revitalisasi kearifan lokal, serta merumuskan 

integrasi yang memungkinkan antara teknologi modern dan praktik tradisional. Dengan demikian, 

pendekatan ini tidak hanya bersifat diagnostik—menggambarkan kondisi objektif lapangan—
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tetapi juga bersifat konstruktif dengan menghasilkan alternatif solusi kolaboratif yang dapat 

memperkuat efektivitas sistem peringatan dini tsunami secara berkelanjutan di Kabupaten Serang. 

 

1.3. State of The art dan Kebaruan 

State of the art penelitian ini terletak pada upaya memahami keterkaitan antara kelembagaan 

formal, praktik kearifan lokal, dan teknologi peringatan dini dalam konteks mitigasi bencana di 

wilayah pesisir. Selama ini, studi mitigasi bencana umumnya berfokus pada efektivitas sistem 

peringatan dini berbasis teknologi atau pada pelestarian kearifan lokal secara terpisah. Kebaruan 

penelitian ini hadir melalui integrasi keduanya—mengkaji bagaimana teknologi dan kearifan lokal 

dapat dipadukan secara strategis melalui penguatan kapasitas kelembagaan dari tingkat desa 

hingga kabupaten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kearifan lokal dan penataan 

ulang peran kelembagaan merupakan kunci untuk mengatasi keterbatasan teknis dan organisasi 

dalam diseminasi peringatan dini tsunami. 

 

1.4. Peta Jalan Penelitian 

Tahun Fokus Penelitian Sasaran Utama Output Ilmiah 
Dampak / Keluaran 

Praktis 

Tahun 

1 

Analisis 

Kebijakan 

Penanggulangan 

& Mitigasi 

Bencana 

• Menganalisis kesesuaian 

kebijakan nasional–daerah 

terkait mitigasi bencana 

(BNPB, BPBD, 

RTRW/RTDR, SOP EWS) 

• Mengidentifikasi gap 

regulasi & kelembagaan 

• Artikel jurnal  

• Rekomendasi 

penyempurnaan 

kebijakan & 

kelembagaan  

Tahun 

2 

Kajian Teknis & 

Sosial Mitigasi 

Bencana di 

Masyarakat 

• Mengukur efektivitas 

mitigasi struktural & non-

struktural (pra-bencana – 

saat – pasca) • Analisis 

kesiapsiagaan masyarakat 

& kapasitas kelembagaan 

lokal 

•Artikel jurnal 

empiris •  

Paket intervensi 

mitigasi berbasis 

masyarakat 

Tahun 

3 

Integrasi 

Kearifan Lokal 

untuk 

Pembangunan 

EWS (Early 

Warning System) 

• Mengungkap mekanisme 

lokal wisdom (pengetahuan 

lokal, ritual, tanda alam) 

yang relevan dengan EWS 

• Merancang model hybrid 

• Artikel jurnal 

internasional 

Scopus • Buku 

monograf 

integrasi local 

• Prototype model 

Community-based 

Hybrid EWS • Draft 

peraturan desa / SOP 

penggunaan EWS 
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Tahun Fokus Penelitian Sasaran Utama Output Ilmiah 
Dampak / Keluaran 

Praktis 

EWS (kombinasi teknologi 

+ kearifan lokal) 

wisdom dalam 

EWS 

 

 

1.5 Literature Review 

Teori kelembagaan yang efektif dalam mitigasi bencana menekankan pentingnya kolaborasi antara 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi 

ini harus mempertimbangkan faktor politik dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai 

penanggulangan bencana yang optimal [4]. Selain itu, penguatan kelembagaan di tingkat desa 

melalui peningkatan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana menjadi modal sosial yang 

signifikan dalam manajemen mitigasi bencana [5]. 

Kapasitas adalah kemampuan untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan menetapkan 

serta mencapai tujuan [6]; kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk 

mengimplementasikan kebijakan secara efektif sehingga tujuan tercapai [7],[9] kemampuan untuk 

menghimpun dan mengalokasikan sumber daya langka yang dibutuhkan untuk membuat pilihan 

kolektif yang cerdas tentang dan menetapkan arah strategis untuk tujuan publik [8], fungsi 

“menenun” Pemerintah modern, kemampuan untuk menyatukan berbagai organisasi dan 

kepentingan bersama untuk membentuk struktur kebijakan yang koheren [20]. Dengan demikian, 

kapasitas kebijakan adalah kumpulan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan fungsi kebijakan. Kapasitas mencakup berbagai dimensi yang bersifat interaktif dan 

dinamis. Menurut Grindle dan Hilderbrand, terdapat 5 (lima) dimensi kapasitas lingkungan: 

lembaga sektor publik, jaringan, organisasi internal, dan sumber daya manusia organisasi [10]. 

Teori hubungan antar lembaga menekankan bahwa efektivitas kerjasama lebih banyak ditentukan 

oleh kesamaan kepentingan dari masing-masing lembaga yang berupaya memberikan pelayanan 

pada komunitas terdampak bencana [11]. Sementara itu, teori kolaborasi atau collaborative 

governance dalam penanggulangan bencana menekankan pentingnya struktur jaringan, komitmen 

terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar peserta, akses terhadap otoritas, akuntabilitas 

distributif, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya [12]. Implementasi collaborative 
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governance ini telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko bencana, seperti yang ditunjukkan 

dalam studi kasus di Kota Pekalongan [13]. 

Dengan demikian, teori kelembagaan yang efektif untuk mitigasi bencana menekankan pentingnya 

kolaborasi multi-pihak, penguatan kapasitas di tingkat lokal, dan pengembangan sumber daya 

manusia yang kompeten dalam penanggulangan bencana. 

Literatur terkait mitigasi bencana menunjukkan bahwa kearifan lokal dan modal sosial memainkan 

peran penting dalam membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana. Kearifan lokal 

mencakup pengetahuan, tradisi, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun, yang 

membantu masyarakat dalam memahami dan merespons potensi ancaman bencana. Sebagai 

contoh, masyarakat Simeulue di Aceh memiliki tradisi "Nandong Smong" yang digunakan sebagai 

peringatan dini terhadap tsunami, sehingga berhasil mengurangi korban jiwa saat bencana terjadi. 

Demikian pula, masyarakat Dusun Brau, Jawa Timur, mempraktikkan ritual "Cok Bakal" untuk 

mengantisipasi risiko tanah longsor [14].  

Di sisi lain, teori modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan 

dalam memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial, 

seperti gotong royong, kepercayaan antar anggota masyarakat, dan dukungan terhadap pemimpin 

lokal, terbukti meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sebagai 

contoh, di Desa Pagerharjo, Kulonprogo, modal sosial memainkan peran signifikan dalam 

merespons ancaman tanah longsor [15]. 

Integrasi antara kearifan lokal dan modal sosial menjadi strategi yang sangat efektif dalam mitigasi 

bencana. Kearifan lokal memberikan panduan berbasis pengalaman masyarakat, sementara modal 

sosial memperkuat solidaritas dan koordinasi dalam implementasi langkah mitigasi. Dengan 

menggabungkan kedua pendekatan ini, strategi mitigasi bencana dapat meningkatkan ketahanan 

masyarakat secara lebih holistik dan berkelanjutan. 
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BAB II. METHODE  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi untuk memahami 

kondisi teknologi peringatan dini dan kearifan lokal yang ada di wilayah rawan bencana tsunami. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendataan teknologi yang terdapat pada Pusat 

Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Serang, wawancara mendalam dengan 

pemangku kepentingan, serta survei lapangan untuk eksplorasi lebih lanjut. Studi ini dilakukan di 

tiga kecamatan di Kabupaten Serang yang memiliki potensi bencana tsunami, yaitu Kecamatan 

Anyar, Kecamatan Cinangka, dan Kecamatan Pulo Ampel. Desa-desa yang menjadi lokasi 

penelitian meliputi Desa Anyar (Kecamatan Anyar), Desa Bulakan dan Karang Suraga 

(Kecamatan Cinangka), serta Desa Argawana, Salira, dan Sumuranja (Kecamatan Pulo Ampel). 

Narasumber penelitian mencakup petugas Pusdalops, aparat desa, tenaga sukarela siaga bencana, 

serta tokoh masyarakat setempat. 

Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dianalisis melalui beberapa tahapan. 

Tahap awal melibatkan proses filtrasi dan validasi akurasi data, khususnya terkait teknologi 

diseminasi yang tersedia. Data yang telah divalidasi kemudian disajikan secara deskriptif, 

dilengkapi dengan dokumentasi visual dan lokasi spesifik menggunakan sistem pemetaan. Data 

hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis menggunakan pendekatan logika induktif untuk 

mengidentifikasi tema-tema utama terkait hubungan kelembagaan dan kearifan lokal dalam sistem 

peringatan dini. Seluruh hasil analisis dinarasikan menjadi bagian dari hasil dan diskusi penelitian 

ini. Pendekatan ini sejalan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian berbasis kualitatif, 

yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial dan teknologi [16][17].  
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BAB III. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Serang 

Kabupaten Serang, yang terletak di bagian utara dan barat Provinsi Banten, mencakup 29 

kecamatan, 326 desa, dan 19 pulau, dengan 37 desa berada di tepi laut. Wilayah ini memiliki luas 

1.467,35 km², sekitar 15,72% dari luas Provinsi Banten, menjadikannya kabupaten terluas ketiga 

setelah Lebak dan Pandeglang. Secara geografis, Kabupaten Serang berbatasan dengan Laut Jawa, 

Kota Cilegon, dan Kota Serang di utara; Kabupaten Lebak dan Pandeglang di selatan; Kabupaten 

Tangerang di timur; serta Kota Cilegon dan Selat Sunda di barat. 

Wilayah pantai Kabupaten Serang, khususnya dari Pantai Anyar hingga Cinangka, serta kawasan 

pesisir utara yang meliputi Laut Jawa dan Teluk Banten, rentan terhadap bencana tsunami. Potensi 

ancaman ini terutama disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 

Berdasarkan data DIBI-BNPB 2023, Kabupaten Serang pernah mengalami tsunami pada 22 

Desember 2018, yang dipicu oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau. Bencana ini menyebabkan 21 

korban jiwa, 2.395 orang terluka, 4.820 orang mengungsi, serta kerusakan 41 rumah dan 19 kios.  

Menyadari kondisi di atas, Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen melakukan penanganan 

bencana tsunami yang dituangkan dalam RTRW Kabupaten Serang 2011-2031. Komitmen 

tersebut tercermin dengan ditetapkannya upaya perlindungan kawasan rawan tsunami melalui 7 

(tujuh) program utama yaitu penetapan batas kawasan rawan tsunami, pembangunan Tsunami 

Early Warning System (TEWS), pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang 

berisiko, penanaman mangrove sepanjang garis pantai meredam gaya air tsunami, pengendalian 

pembangunan pada kawasan bencana tsunami, pembangunan jalur ruang evakuasi dan titik 

kumpul sebagai ruang evakuasi, dan melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada 

masyarakat di kawasan rawan tsunami. 

Kabupaten Serang dinilai memiliki kelas risiko Tinggi untuk bencana tsunami. Peta Risiko 

Bencana Tsunami di Kabupaten Serang dapat dilihat pada gambar 1berikut. 
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Sumber: Kajian Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Serang Tahun 2023, BNPB 

Gambar 1.  

Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Serang 

Kondisi risiko bencana tsunami, termasuk sistem peringatan dini tsunami yang ada pada tiap-tiap 

desa/ kelurahan perlu diperhatikan untuk memastikan optimalitas pemanfaatan dan keberlanjutan 

sirene diseminasi informasi peringatan dini tsunami di masa depan. Disamping itu kondisi 

sosiologis dan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan 

pengelolaan sirene diseminasi informasi peringatan dini tsunami berjalan dengan baik di tingkat 

desa/ kelurahan. 

 

DESA ANYAR 

Menurut Statistik Dukcapil–Kemendagri semester I 2023, Desa Anyar memiliki 7.714 jiwa dengan 

kepadatan penduduk tertinggi di antara desa lokus IDRIP lainnya, yaitu 2.858 jiwa/km². Kelompok 

rentan, seperti balita, lansia (1.205 orang atau 15,62%), dan penyandang disabilitas (5 orang), 

memerlukan perhatian khusus dalam kesiapsiagaan bencana. Desa ini berisiko tinggi terhadap 

tsunami, dengan 96,92% wilayahnya (261,68 hektare) terpapar, terdiri dari risiko sedang (63,26 

hektare) dan tinggi (198,42 hektare). 

Desa Anyar belum memiliki sirene tsunami permanen, namun Palang Merah Indonesia (PMI) 

menyediakan sirene portable dengan jangkauan 1 kilometer. Komitmen masyarakat dan relawan 
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untuk merawat sirene ini didorong oleh pengalaman tsunami 22 Desember 2018 yang, meskipun 

tidak menimbulkan korban jiwa, mengakibatkan kerusakan rumah dan perahu nelayan. 

Dalam hal kesiapsiagaan, PMI, pemerintah desa, dan BNPB telah memberikan pelatihan siaga 

bencana, evakuasi, dan penggunaan peringatan dini. Desa Anyar memiliki tim relawan 

kebencanaan yang diresmikan melalui SK Kepala Desa, meski belum memiliki SOP peringatan 

dini. Tempat evakuasi meliputi SMK Negeri 1 Anyar, Kantor Kecamatan Anyar, dan Kampung 

Kadu Dago, Kelurahan Sindang Karya. 

 

DESA BULAKAN 

Desa Bulakan memiliki jumlah penduduk terkecil di antara lokus IDRIP, yaitu 4.417 jiwa dengan 

kepadatan 653 jiwa/km² di wilayah seluas 6,77 km². Sebanyak 659 penduduk (14,92%) tergolong 

usia rentan, dan 14 orang merupakan penyandang disabilitas. Desa ini memiliki risiko tsunami 

kelas sedang, dengan area risiko rendah seluas 6,18 hektare dan risiko sedang seluas 505,53 

hektare. 

Meskipun belum pernah mengalami tsunami dalam 20 tahun terakhir, Desa Bulakan belum 

memiliki sirene peringatan dini tsunami. Namun, masyarakat dan pemerintah desa menyatakan 

pentingnya keberadaan sirene dan berkomitmen untuk merawatnya jika dibangun. 

Dalam kesiapsiagaan, BPBD telah memberikan sosialisasi terkait jalur dan rambu evakuasi yang 

kini terpasang di berbagai lokasi. Desa Bulakan belum memiliki tim relawan kebencanaan atau 

SOP peringatan dini. Jika terjadi tsunami, masyarakat merencanakan evakuasi ke arah perbukitan 

atau pegunungan di sekitar desa. 

 

DESA KARANG SURAGA 

Desa Karang Suraga memiliki 6.300 jiwa dengan kepadatan 694 jiwa/km² di wilayah seluas 9,08 

km², menjadikannya desa terluas di antara lokus IDRIP. Sebanyak 968 penduduk (15,37%) 

tergolong usia rentan, dan 16 orang merupakan penyandang disabilitas. Hampir seluruh wilayah 

desa (97,40% atau 884,38 hektare) berpotensi terpapar tsunami, dengan risiko terbesar berada di 

kelas sedang (879,20 hektare), sehingga desa ini dikategorikan berisiko sedang. 

Desa Karang Suraga belum memiliki sirene peringatan dini meskipun pernah terpapar tsunami. 

Informasi peringatan dini disebarkan melalui WhatsApp Group (WAG), namun masyarakat 
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menganggap sirene sangat penting mengingat lokasi desa yang menghadap Selat Sunda. Dalam 

kesiapsiagaan, BPBD telah memberikan sosialisasi terkait jalur dan rambu evakuasi. Rambu-

rambu ini mengarahkan penduduk menjauh dari pantai ke area lebih tinggi, meskipun desa belum 

memiliki tim relawan kebencanaan atau SOP peringatan dini. 

 

DESA ARGAWANA 

Desa Argawana memiliki populasi terbesar di antara desa lokus IDRIP di Kabupaten Serang, yaitu 

7.876 jiwa, dengan kepadatan 1.847 jiwa/km² di wilayah seluas 4,27 km². Sebanyak 16,19% 

penduduk (1.275 jiwa) tergolong usia rentan, dan 13 orang merupakan penyandang disabilitas. 

Wilayah yang berpotensi terpapar tsunami hanya 10,83% (46,21 hektare) dengan risiko rendah 

(40,11 hektare) dan sedang (6,10 hektare), sehingga risiko bencana tsunami di desa ini tergolong 

rendah. 

Desa Argawana belum memiliki sirene peringatan dini tsunami, namun masyarakat mendukung 

keberadaannya untuk meningkatkan keselamatan. Kesiapsiagaan masyarakat cukup baik berkat 

sosialisasi kebencanaan oleh pemerintah, dunia usaha, dan relawan. Meskipun SOP peringatan 

dini belum tersedia, masyarakat menggunakan pengeras suara masjid dan rambu evakuasi yang 

terpasang melalui program IDRIP 2023 untuk mengarahkan warga ke tempat evakuasi di Desa 

Banyuwangi. 

 

DESA SALIRA 

Desa Salira memiliki 5.063 jiwa dengan kepadatan 1.469 jiwa/km² di wilayah seluas 3,45 km². 

Sebanyak 13,98% penduduk (708 jiwa) tergolong usia rentan, tanpa penduduk disabilitas. Wilayah 

yang berpotensi terpapar tsunami mencapai 15,30% (52,73 hektare), sebagian besar masuk kelas 

risiko sedang (46,45 hektare), sehingga tingkat risiko tsunami dikategorikan SEDANG. Desa ini 

belum memiliki sirene peringatan dini, dan informasi disampaikan melalui media sosial. 

Masyarakat menyambut baik rencana pembangunan sirene dan berkomitmen menjaga 

keberfungsian alat tersebut. Kesiapsiagaan masyarakat cukup baik, didukung sosialisasi 

kebencanaan dari BPBD dan fasilitator Destana, serta bantuan fasilitas kebencanaan dari PT. 

Indonesia Power. Tempat evakuasi diarahkan ke SMP Negeri 1 Pulo Ampel sebagai Tempat 
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Evakuasi Sementara (TES) dan Kampung Salira Waringin sebagai Tempat Evakuasi Akhir (TEA), 

meski belum ada SOP peringatan dini yang baku. 

 

DESA SUMURANJA 

Desa Sumuranja memiliki 4.972 jiwa dengan kepadatan 1.709 jiwa/km² di wilayah 2,91 km². 

Penduduk usia rentan sebanyak 15,51% (771 jiwa), dan terdapat 2 penyandang disabilitas. Wilayah 

terpapar tsunami seluas 10,73% (31,22 hektare) tergolong kecil dengan risiko sedang (18,37 

hektare), sehingga risiko bencana tsunami dikategorikan SEDANG. Informasi peringatan dini 

disampaikan melalui WhatsApp Group dan aplikasi InaRISK. Masyarakat mendukung 

pembangunan sirene peringatan dini demi keselamatan warga. Kesiapsiagaan dinilai cukup baik 

dengan adanya tim relawan kebencanaan, sosialisasi dari BPBD dan BNPB, serta rambu-rambu 

evakuasi dari program IDRIP dan Universitas Serang Raya. Meskipun jalur evakuasi tersedia, 

Desa Sumuranja belum memiliki TES, TEA, maupun SOP peringatan dini. 

3.2. Deskripsi Sistem Peringatan Dini Kabupaten Serang 

Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini merupakan bagian dari 

kesiapsiagaan sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. Sistem ini bertujuan memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk 

mengantisipasi bencana serta bersiap menghadapi keadaan darurat. Peringatan dini yang efektif 

tidak hanya memberi informasi potensi bencana, tetapi juga mendukung penyelamatan, evakuasi, 

perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan pengungsi, baik dalam fase siaga maupun 

tanggap darurat. Informasi ini juga digunakan dalam perencanaan operasi berbasis rencana 

kontinjensi. 

Menurut Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2022, terdapat lima aktivitas utama dalam peringatan dini: 

pengamatan gejala bencana, analisis data, pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi, dan 

tindakan masyarakat. Aktivitas pengamatan dan analisis lebih mengutamakan teknologi terapan, 

seperti yang dilaksanakan pemerintah pusat, namun BPBD melalui Pusdalops tetap berperan 

dalam mendukung pengamatan dan analisis untuk bencana lokal. 

Untuk gempa bumi dan tsunami, BMKG bertanggung jawab atas pengamatan sesuai Perpres No. 

93 Tahun 2019. Sistem peringatan dini ini berbasis deteksi gelombang primer (P) sebelum 

gelombang sekunder (S) yang merusak. Informasi gempa disampaikan dalam waktu kurang dari 3 
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menit melalui platform seperti INA-TEWS dan InaRISK, mencakup magnitudo gempa, potensi 

tsunami, dan peta goncangan (shake map), menggunakan alat seperti seismometer, accelerograph, 

dan GPS. 

Kabupaten Serang telah memiliki sistem informasi dan peringatan dini bencana dengan 

memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah, meskipun masih terfokus pada bencana 

gempabumi dan tsunami. Beberapa infrastruktur peringatan dini yang telah dibangun di Kabupaten 

Serang adalah: 

1. WRS-NG21, yang merupakan bantuan dari BMKG pada tahun 2021. WRS-NG adalah alat 

komunikasi dari BMKG yang digunakan untuk menyebarkan peringatan tsunami kepada 

lembaga perantara, termasuk BPBD/Pusdalops. Perangkat ini mendukung dua fungsi utama 

Pusdalops, yakni menerima dan menyebarluaskan peringatan serta arahan kepada masyarakat 

berisiko. Penempatan WRS-NG di kantor BPBD Kabupaten Serang mempercepat 

penyampaian informasi potensi tsunami atau gempa bumi sesuai SOP peringatan dini dan 

evakuasi. 

 

 

Gambar 2.    Alat WRS BMKG di Kabupaten Serang 

                                       

2. Moda komunikasi peringatan dini, dimana Pusdalops BPBD Kabupaten Serang telah 

menggunakan berbagai moda komunikasi baik untuk komunikasi internal personil Pusdalops 

maupun untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal. Moda komunikasi internal yang 

menggunakan radio 2 RIG dimana 1 milik BPBD dan 1 yang lain milik BNPB yang 

menggunakan kanal frekuensi VHF di frekuensi 150.430 MHz. Untuk berkomunikasi dengan 

BPBD Provinsi Banten, Pusdalops menggunakan radio RIG dengan frekuensi 150.430 MHz 

yang terhubung dengan repeater milik BPBD Provinsi Banten. Untuk mengoperasikan 
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berbagai perangkat komunikasi tersebut digunakan sumber daya listrik PLN serta genset 

sebagai sumber daya listrik cadangan. 

 

 

Gambar 3. Perangkat Komunikasi Radio di Pusdalops BPBD Kabupaten Serang 

 

3. Sistem transmitter peringatan dini, dimana  saat ini terdapat  menara transmiter berlokasi di 

kompleks kantor Pusdalops berupa menara berjenis monopole 4 inch dengan tinggi 15 meter, 

dan berfungsi untuk antena radio komunikasi internal BPBD. Menara ini merupakan hasil 

pengadaan tahun 2013 dan didirikan di atas tanah Pemerintah. 

 

 

Gambar 4. Menara transmitter Pengendali Sirene dan Komunikasi Internal  

di Pusdalops BPBD Kabupaten Serang 

4. Sirene diseminasi informasi peringatan dini dan evakuasi tsunami, dimana hingga September 

2023 telah ada 2 unit sirene peringatan dini tsunami. Sirene tersebut, tidak beririsan dengan 

lokasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sirine Diseminasi Informasi Peringatan Dini 

Tsunami melalui program IDRIP. Berdasarkan kondisinya, 2 unit yang masih berfungsi selain 

sirine di BPBD memiliki pendeteksi gempa yang berlokasi di kantor Pusdalops. Sirine yang 

terdapat di Serang menggunakan sinyal GSM dimana  HP sebagai tombol pengendali tersebut. 
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Daftar dan sebaran lokasi penempatan sirine eksisting dapat dilihat pada tabel 5 dan gambar 6 

dibawah. 

 

 

Gambar 5. 

Alat Pendeteksi Gempa Peringatan Dini Tsunami  

 

 

 

3.3. Deskripsi Kelembagaan 

Kelembagaan yang terlibat dalam diseminasi peringatan dini tsunami di kabupaten serang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

a. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga yang memiliki teknologi 

untuk mendapatkan data awal peristiwa gempa. 

b. Badan Nasional Pengelola Bencana (BNPB) merupakan lembaga pemerintah yang menjadi 

koordinator untuk menangani terjadinya peristiwa bencana 
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c. BPBD melalui unit Pusdalops, merupakan penerima informasi peristiwa bencana langsung dari 

BMKG. Informasi tersebut diterima melalui perangkat teknologi yang dimiliki oleh BPBD 

kabupaten Serang 

d. Pusdalops selanjutnya menyampaikan informasi peringatan dini tsunami tersebut melalui 

teknologi yang tersedia seperti Sirene, Group WA, Call Centre, dan Group medsos. Anggota 

Group WA ini meliputi organisasi pemerintah daerah, swasta, dan komunitas yang 

berkepentingan dengan kebencanaan. Diseminasi informasi tersebut ditujukan kepada 

masyarakat di tingkat desa yang berpotensi bencana tsunami. 

e. Pemerintah Desa, Pengelola utama dalam menyampaikan informasi peringatan dini dan 

mengorganisasi respons di tingkat desa. 

f. Kelompok Siaga Bencana, Menyebarkan informasi peringatan dini melalui berbagai jalur 

komunikasi. 

g. Tokoh masyarakat / tokoh agama, Pihak yang dihormati dan dipercaya, memiliki pengaruh 

besar dalam menyampaikan pesan terkait bencana. 

h. Karang taruna, Membantu penyebaran informasi peringatan dini melalui media sosial dan alat 

komunikasi lainnya. 

Berdasar kelembagaan tersebut, selanjutnya dapat digambarkan mengenai sentralisasi 

kelembagaan informaso serta kapasitas dalam penyebaran informasi. Pertama, kelembagaan 

informasi peringatan dini yang terpusat. Kelembagaan ini membentuk kelembagaan informasi 

peringatan dini dan pusat diseminasi yang beroperasi secara berkesinambungan dengan personel 

terlatih sesuai standar nasional dan tolok ukur internasional yang disepakati. Lembaga ini akan 

memanfaatkan pengetahuan risiko bencana dan informasi bahaya yang dikembangkan pada 

Platform MHEWS untuk menghasilkan produk sistem peringatan dini berbasis dampak dan early 

action yang dapat diakses oleh semua masyarakat dari segala usia, jenis kelamin, dan kemampuan, 

termasuk di daerah terpencil. Kedua, memperkuat kemampuan diseminasi. Kelembagaan ini 

memperkuat kemampuan yang ada untuk menyebarkan pesan informasi MHEWS dan mendukung 

peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Upaya ini akan mempertimbangkan kemampuan yang ada 

untuk memberikan peringatan mengenai bahaya, termasuk dan dimulai dari provinsi yang terkena 

dampak bencana tahun 2018. Hal ini mencakup penggantian dan peningkatan peralatan 

komunikasi, jaringan komputer, dan platform tekonologi informasi komunikasi yang saat ini 
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digunakan. Dalam beberapa kasus, jangkauan geografis akan diperluas dan pada kasus lain 

teknologi yang sudah ketinggalan zaman akan digantikan. Penguatan ini akan dilakukan terutama 

untuk Pusdalops di tingkat kabupaten/kota. Peralatan akan dipilih berdasarkan spesifikasi setempat 

dan mencakup pertimbangan teknis dan lainnya untuk memungkinkan integrasi ke dalam sistem 

yang ada, serta kemudahan pemeliharaan dan pengoperasian. 

Dengan memadukan kearifan lokal dan upaya modern, masyarakat Kabupaten Serang dapat 

meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap bencana tsunami atau gempa bumi lainnya.  

Ketiga, kelembagaan kolaborasi antar lembaga di level desa. kelembagaan di tingkat desa perlu 

bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan efektivitas diseminasi peringatan dini. 

Kolaborasi ini dapat melibatkan: 

1) Koordinasi terstruktur melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan semua 

lembaga untuk membahas strategi mitigasi dan respons bencana. 

2) Pemetaan risiko lokal, mayarakat bekerja sama dalam membuat peta wilayah rawan 

bencana dan jalur evakuasi. 

3) Simulasi terpadu dengan melibatkan semua lembaga dalam simulasi evakuasi agar setiap 

pihak memahami peran mereka saat bencana terjadi. 

Dengan peran kelembagaan desa yang kuat, masyarakat dapat lebih siap menghadapi gempa bumi 

dan tsunami, sehingga risiko korban jiwa dan kerugian dapat diminimalkan. 

 

3.4. Integrasi dengan Teknologi dan Kearifan Lokal 

Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas 

sistem peringatan dini. Misalnya, perangkat WRS-NG21 yang digunakan oleh BPBD dapat 

diintegrasikan dengan alat komunikasi tradisional seperti kentongan untuk memastikan pesan 

peringatan tersebar luas. 

CBDRM dapat menjadi model yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi 

risiko tsunami. Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan 

risiko bencana. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam identifikasi risiko, penyusunan 

rencana mitigasi, dan pelaksanaan simulasi bencana, CBDRM menciptakan rasa kepemilikan 

terhadap langkah-langkah mitigasi. Di Kabupaten Serang, program pelatihan berbasis komunitas 

telah menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanda-tanda tsunami dan jalur 

evakuasi. 
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3.5. Integrasi Teknologi dan Kelembagaan 

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang telah memahami bahwa wilayahnya memiliki 

potensi tinggi terkait ancaman bahaya tsunami. Untuk itu, berbagai upaya  telah dilakukan untuk 

meminimalkan risiko ancaman tsunami, diantaranya ditandai dengan telah tersedianya berbagai 

infrastruktur diseminasi informasi dan peringatan dini tsunami baik yang merupakan bantuan 

pusat, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maupun yang dilakukan secara mandiri oleh 

Pemerintah Kabupaten Serang.  

Infrastruktur diseminasi peringatan dini tsunami yang telah dimiliki oleh Kabupaten Serang ini 

diantaranya adalah perangkat WRS-NG21, sirene peringatan dini di 16 lokasi, sistem menara 

transmiter dan repeater pendukung aktivasi sirene dan komunikasi peringatan dini tsunami, 

pemasangan rambu peringatan kawasan rawan tsunami serta petunjuk arah jalur evakuasi, 

pembangunan jalur evakuasi, hingga layanan Call Center kebencanaan yang beroperasi 24/7. Grup 

komunikasi melalui WAG antara BPBD dengan pengurus KSB dan Kepala Desa juga telah 

berfungsi. Infrastruktur juga didukung oleh dokumen kebijakan dan perencanaan terkait peringatan 

dini dan kebencanaan, seperti dokumen KRB, dokumen PRB, dan rencana kontingensi 

penanggulangan bencana.   

 

3.6. Pembahasan 

Kabupaten Serang telah memiliki beberapa sirene peringatan dini tsunami ekisting yang diaktivasi 

melalui Unit Pengendali di Pusdalops BPBD Kabupaten Serang. Analisis lokasi telah memperjelas 

karakteristik usulan lokasi pembangunan sirene baru untuk diseminasi peringatan dini tsunami, 

baik dalam hal demografis penerima layanan sirene, maupun kondisi lingkungan yang akan 

mempengaruhi desain unit sirene yang akan dibangun. Estimasi jangkauan penempatan sirene baru 

diharapkan saling berintegrasi dan saling melengkapi dengan estimasi jangkauan sirene eksisting 

di Kabupaten Serang.  

Menurut Ansell dan Gash [12], hubungan kolaboratif yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan 

komunikasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kelembagaan. Di Kabupaten Serang, 

kolaborasi antara BPBD, BMKG, dan komunitas lokal menunjukkan potensi untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut. 
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Integrasi antara teknologi modern dan kearifan lokal memiliki potensi besar dalam meningkatkan 

efektivitas sistem peringatan dini bencana. Dokumentasi dan digitalisasi kearifan lokal, seperti 

tanda-tanda alam dan praktik mitigasi tradisional, dapat dilakukan melalui platform digital seperti 

aplikasi, situs web, atau media sosial. Sebagai contoh, aplikasi berbasis komunitas dapat 

memungkinkan masyarakat melaporkan perubahan perilaku hewan atau fenomena alam lain, yang 

kemudian diolah sebagai data tambahan untuk sistem peringatan dini[18]. Selain itu, alat 

komunikasi tradisional seperti kentongan dapat ditingkatkan dengan teknologi Internet of Things 

(IoT), di mana sensor gempa memicu kentongan otomatis untuk membunyikan peringatan serentak 

di desa-desa yang terhubung. 

Pemanfaatan vegetasi lokal untuk stabilisasi tanah, seperti penanaman bambu, juga dapat 

diintegrasikan dengan teknologi pemodelan berbasis GIS untuk mengidentifikasi lokasi prioritas. 

Data geografis ini tidak hanya mendukung mitigasi tetapi juga merancang jalur evakuasi yang 

aman [1]. Edukasi berbasis teknologi, seperti game interaktif dan simulasi virtual reality (VR), 

dapat memperkenalkan masyarakat, terutama anak-anak, pada kearifan lokal dan tindakan mitigasi 

bencana, misalnya menghadapi fenomena air surut mendadak sebagai tanda tsunami. 

Sistem deteksi berbasis lokal juga penting, di mana sensor modern seperti seismograf dan buoy 

(pelampung) tsunami dapat dikombinasikan dengan tanda-tanda tradisional, seperti air laut surut. 

Data ini dapat diverifikasi oleh sensor modern dan disebarkan melalui aplikasi, sirene, atau SMS 

[3]. Platform informasi berbasis komunitas, seperti aplikasi atau grup WhatsApp, juga 

memungkinkan masyarakat melaporkan tanda-tanda awal bencana yang dapat diolah lebih lanjut 

oleh lembaga resmi seperti BMKG, meningkatkan kecepatan dan akurasi sistem peringatan dini. 

Struktur rumah tradisional yang tahan gempa juga dapat dianalisis dan ditingkatkan menggunakan 

teknologi AI dan pemodelan komputer untuk mengoptimalkan desainnya. Sensor getaran dapat 

dipasang untuk memantau kekuatan rumah selama gempa, memberikan perlindungan tambahan. 

Informasi dari BMKG atau lembaga terkait juga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lokal dan 

disebarkan melalui media tradisional seperti pengeras suara masjid atau upacara adat, 

menjembatani kesenjangan teknologi dan budaya [18]. 

Integrasi ini tidak hanya meningkatkan resiliensi masyarakat tetapi juga efisiensi sistem peringatan 

dini dengan memperluas cakupan dan mempercepat penyebaran informasi. Selain itu, langkah ini 

membantu mempertahankan identitas budaya dengan menjaga relevansi kearifan lokal dalam 
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konteks modern. Pendekatan ini sejalan dengan teori bahwa penggabungan teknologi modern dan 

kearifan lokal dapat menciptakan solusi berbasis masyarakat yang lebih efektif dalam menghadapi 

bencana [18-19]. 

Berdasar uraian di atas sangat jelas bahwa Integrasi ini memungkinkan kearifan lokal menjadi 

bagian dari sistem peringatan dini gempa yang lebih inklusif, tangguh, dan berbasis masyarakat. 
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BAB IV. KESIMPULAN 

 

4.1. Simpulan 

Kolaborasi multisektor yang responsif terhadap kondisi lokal dapat meningkatkan efektivitas 

sistem peringatan dini tsunami di Kabupaten Serang. Integrasi antara kelembagaan formal, 

kearifan lokal, dan teknologi modern menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang inklusif dan 

tangguh. Pendekatan Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM) memberikan 

landasan yang kokoh untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana. 

Temuan ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi risiko bencana serupa. 

 

4.2. Rekomendasi 

Penelitian ini merekomendasikan empat hal penting yaitu : 

a) Penguatan Kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi antara BPBD, BMKG, dan 

komunitas lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. 

b) Integrasi Kearifan Lokal dan Teknologi melalui penggabungan alat tradisional seperti 

kentongan dengan teknologi modern seperti aplikasi berbasis ponsel untuk diseminasi 

informasi. 

c) Peningkatan Infrastruktur dengan memperluas jangkauan sirene tsunami dan moda 

komunikasi lainnya untuk menjangkau daerah terpencil. 

d) Edukasi Berbasis Komunitas dengan cara mengintegrasikan program pendidikan mitigasi 

bencana ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan komunitas. 
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Abstract Indonesia’s coastal regions remain highly vulnerable to tsunami hazards, yet the 
effectiveness of existing early warning systems continues to be challenged by both technological 
and institutional limitations. In Serang Regency, Banten Province, the presence of modern 
technologies such as the Warning Receiver System (WRS-NG21) and early warning sirens has not 
been sufficient to ensure timely community response during emergencies. Weak coordination, 
inadequate maintenance, and limited community awareness have constrained their performance. 
At the same time, local wisdom-based communication systems—including mosque loudspeakers, 
traditional kentongan signaling, and social media networks—continue to play a central role in 
disseminating warnings at the grassroots level. 
This study examines how institutional roles and local wisdom can be effectively integrated to 
strengthen a community-based tsunami early warning system in Serang Regency. Employing a 
qualitative case study approach, data were collected from six coastal villages through semi-
structured interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that 
integrating modern technologies with traditional communication practices creates a hybrid 
warning model that enhances both technical reliability and cultural legitimacy. The study identifies 
gaps in institutional coordination, insufficient standard operating procedures (SOPs), and the lack 
of local government support mechanisms as critical barriers to system sustainability. 
The results demonstrate that hybrid early warning systems can improve community trust, response 
speed, and overall disaster resilience. This study contributes theoretically by expanding the 
discourse on inclusive disaster governance, showing how local knowledge can complement formal 
institutional structures. Practically, the research proposes a framework for embedding indigenous 
practices within modern warning infrastructures, offering policy guidance for local governments 
in other tsunami-prone areas. Socially, it underscores the value of empowering communities as 
active agents in disaster preparedness and adaptive resilience. 
 
Keywords: Disaster mitigation; local institutions; local wisdom; tsunami early warning; 
technology integration; Serang Regency 

 
1. Introduction 

Since the enactment of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, Indonesia 
has made significant progress in disaster management. This progress includes strengthening 
national commitment, increasing institutional roles, and developing community preparedness 
through cross-sector partnerships. This achievement has also strengthened Indonesia's position in 
the global disaster management forum [1]. 
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However, the threat of disasters in Indonesia continues to increase in frequency and complexity. 
Data from the National Disaster Management Agency (BNPB) shows that between 2013 and 2022, 
there was a significant spike in the number of disaster events, with a peak in 2020 of 5,003 events. 
Although the number of fatalities tended to decrease post-2018, the ratio of victims to incidents 
still shows a high level of vulnerability. According to BNPB’s Disaster Information Data (DIBI, 
2023), more than 80% of Indonesia’s territory is disaster-prone, and coastal communities are 
particularly exposed to tsunami threats. 

This vulnerability is consistent with global findings. The IPCC (2022) highlights that coastal 
populations in Southeast Asia face compounding risks due to climate change, volcanic activity, 
and rapid urbanization. Tsunami disasters, such as the 2004 Indian Ocean tsunami and the 2018 
Sunda Strait tsunami, illustrate the urgent need for stronger and more inclusive early warning 
systems. 

Recent studies underline the importance of integrating modern technology with local knowledge 
systems in disaster risk reduction. A framework in which indigenous knowledge, such as 
environmental cues and community practices, complements scientific tools and results in more 
trusted and effective responses has been proposed [2]. Similarly cases in Africa and Asia, 
concluding that hybrid approaches in early warning significantly reduce fatalities by increasing 
community trust and timely action [3]. In Indonesia, local wisdom such as religious norms, 
traditional communication (kentongan), and social cohesion has been shown to enhance 
community preparedness when combined with technological systems [4][5]. 

The following data compares the number of incidents with the number of victims of disasters in 
Indonesia, as seen in Figure 1. This condition is a trigger for Indonesia to improve disaster 
management services.  

  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Ratio of Number of Disaster Incidents 
and Victims 2013-2022 
Source: processed from DIBI BNPB and 
official BNPB publication infographics, 2023 

 
This condition emphasizes the need to improve the quality of early warning systems and 

community preparedness, especially in tsunami-prone areas. Strengthening the early warning 
subsystem is very important to ensure that the community can receive disaster information in a 
timely, accurate, inclusive, and actionable manner. In this case, developing a Multi-Hazard Early 
Warning System (MHEWS) is urgently needed to deal with the dynamics of disaster risk that 
continues to grow [3]. One of the main challenges in developing this system is the limited 
technology and the vulnerability of communication systems in emergency conditions. Modern 
technology, such as sirens, radio communications, and mobile phones, are often unreliable when 
there is a power outage or network disruption [6]. 

On the other hand, communities in disaster-prone areas often have local wisdom in the form of 
traditional disaster information delivery systems that have proven effective in emergency 
conditions. However, rapid modernization has resulted in this wisdom being increasingly 
marginalized. The local wisdom-based approach is considered more adaptive and deeply rooted in 
the social structure of the local community [2] [5]. 

The effectiveness of the early warning system is greatly influenced by the quality of the 
institutions that distribute the information. Local institutions play a strategic role in bridging 
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modern technology and local wisdom practices. However, various studies show that the 
institutional capacity to manage and disseminate disaster information optimally, both at the district 
and village levels, is still limited [4] [7]. 

In this context, this study aims to analyze the role of institutions in utilizing local wisdom to 
increase the effectiveness of the tsunami early warning dissemination system. The focus of the 
study is on integrating technology and local wisdom in an adaptive and inclusive institutional 
system, especially in disaster-prone areas in Serang Regency. [8] [9]. 

This context emphasizes that Serang Regency represents a relevant and urgent case study. 
Located along the Sunda Strait, Serang has experienced repeated tsunami threats triggered by 
Mount Anak Krakatau’s volcanic activity. The December 22, 2018 tsunami killed 21 people and 
displaced nearly 5,000 residents in Serang alone (BNPB, 2023). While modern warning devices 
like sirens and WRS-NG units exist, they remain limited in coverage and reliability. On the other 
hand, local wisdom in the form of mosque loudspeakers, traditional tools, and community 
networks continues to function effectively, though it is increasingly marginalized by 
modernization. 

Therefore, this study is timely and significant, as it analyzes how institutional roles and local 
wisdom can be integrated with technology to strengthen tsunami early warning systems. By 
situating the research in Serang Regency and drawing from broader comparative evidence, this 
study contributes to the discourse on building inclusive, sustainable, and community-rooted 
disaster resilience [2][3][4]. 

 
2. Materials and Methods 

This study uses a qualitative approach to explore the institutional dynamics, conditions of early 
warning technology, and the role of local wisdom in the tsunami disaster mitigation system in 
vulnerable areas. A qualitative approach was chosen because it allows for a contextual 
understanding of the social and cultural realities that influence the effectiveness of early warning 
systems at the community level [10] [11]. This study was conducted in three sub-districts included 
in the tsunami-prone coastal areas in the Serang Regency, namely the Anyar Sub-district, the 
Cinangka Sub-district, and the Pulo Ampel Sub-district. The villages that were the locations for 
observation and interviews included Anyar Village (Anyar Sub-district), Bulakan and Karang 
Suraga Villages (Cinangka Sub-district), and Argawana, Salira, and Sumuranja Villages (Pulo 
Ampel Sub-district). These locations were selected purposively based on the level of disaster 
vulnerability, early warning technology systems, and local wisdom practices still actively used by 
the community. 

Data collection techniques involved a combination of direct observation of early warning 
infrastructure and evacuation routes, in-depth interviews with key stakeholders such as BPBD 
Pusdalops officers, village officials, disaster volunteers, and community leaders, and field surveys 
to document local practices in disaster mitigation. In addition, documentary studies were 
conducted on policy documents, preparedness activity reports, and standard operating procedures 
applicable at the regional level. The data's validity was assessed using a triangulation approach of 
sources and methods, which allows for comparisons between various field data and official 
documentation sources [12]. Participatory visualization and mapping were also used to capture the 
spatial dimensions of the early warning system and identify disaster-prone points in the research 
location. Data obtained through observation, interviews, and documentation were then analyzed 
through several stages. The initial stage of analysis involved the process of data filtration and 
validation, especially regarding information on the existence and function of available early 
warning technology. 

Furthermore, the data was presented descriptively in the form of narratives and visual 
documentation, including spatial maps to illustrate the distribution of the warning system. 
Interview data were transcribed and analyzed using a thematic-inductive approach, following the 
coding procedure developed by Braun and Clarke [13]. This approach allows the identification of 
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key themes such as inter-institutional relations, 
community involvement, and the integration of 
local wisdom in early warning systems. The 
methodology used in this study is in line with 
the community-based disaster study approach, 
which is widely used in the literature because it 
can describe the complexity of the relationship 
between institutions, socio-culture, and local 
capacity in the context of disaster risk 
management Thus, this approach not only 
explains the factual conditions in the field but 
also provides a basis for formulating evidence-
based policy recommendations that are 
sensitive to the local context. 

 
3. Result 

3.1. Overview of tsunami disaster risk in serang regency 
Serang Regency, located in the northern and western parts of Banten Province, includes 29 sub-

districts, 326 villages, and 19 islands, with 37 villages located on the coast. This area has an area 
of 1,467.35 km², around 15.72% of the area of Banten Province, making it the third largest regency 
after Lebak and Pandeglang. Geographically, Serang Regency is bordered by the Java Sea, Cilegon 
City, and Serang City to the north; Lebak and Pandeglang Regencies to the south; Tangerang 
Regency to the east; and Cilegon City and the Sunda Strait to the west. 

The coastal areas of Serang Regency, especially from Anyar Beach to Cinangka, as well as the 
northern coastal areas covering the Java Sea and Banten Bay, are vulnerable to tsunami disasters. 
This potential threat is mainly caused by the volcanic activity of Mount Anak Krakatau in the 
Sunda Strait. Based on DIBI-BNPB 2023 data, Serang Regency experienced a tsunami on 
December 22, 2018, triggered by Mount Anak Krakatau's activity. This disaster caused 21 
fatalities, 2,395 people were injured, 4,820 people were displaced, and 41 houses and 19 kiosks 
were damaged. 

Realizing the above conditions, the Serang Regency Government is committed to handling the 
tsunami disaster outlined in the Serang Regency RTRW 2011-2031. This commitment is reflected 
in the determination of efforts to protect tsunami-prone areas through 7 (seven) main programs, 
namely determining the boundaries of tsunami-prone areas, building a Tsunami Early Warning 
System (TEWS), building tsunami retaining walls on coastlines at risk, planting mangroves along 
the coastline to reduce the force of tsunami water, controlling development in tsunami disaster 
areas, building evacuation routes and gathering points as evacuation spaces, and conducting 
coaching and outreach programs for the community in tsunami-prone areas. 

Serang Regency is considered to be in the High-risk class for tsunami disasters. The Tsunami 
Disaster Risk Map for Serang Regency is shown in Figure 1 below. 

 
Figure 2. Tsunami Disaster Risk Map of Serang Regency 
Source: Tsunami Disaster Risk Assessment of Serang Regency in 2023, BNPB 
 
Tsunami disaster risk conditions, including the tsunami early warning system in each 

village/sub-district, need to be considered to ensure optimal utilization and sustainability of 
tsunami early warning information dissemination sirens in the future. In addition, sociological 
conditions and community preparedness capacity also need to be considered to ensure that the 
management of tsunami early warning information dissemination sirens runs well at the 
village/sub-district level. A description of the six villages in Serang district that are at risk of a 
tsunami disaster, namely: 

3.1.4. Anyar Village 
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According to the Dukcapil-Ministry of Home Affairs Statistics for the first semester of 2023, 
Anyar Village has 7,714 people with the highest population density among other IDRIP locus 
villages, 2,858 people/km². Vulnerable groups, such as toddlers, the elderly (1,205 people or 
15.62%), and people with disabilities (5 people), require special attention in disaster preparedness. 
This village is at high risk of tsunami, with 96.92% of its area (261.68 hectares) exposed, consisting 
of medium (63.26 hectares) and high (198.42 hectares) risks. 

Anyar Village does not yet have a permanent tsunami siren, but the Indonesian Red Cross (PMI) 
provides a portable siren with a range of 1 kilometer. The commitment of the community and 
volunteers to maintain this siren was driven by the experience of the tsunami on December 22, 
2018, which did not cause any fatalities or damage to houses or fishing boats. In terms of 
preparedness, PMI, the village government, and BNPB have provided disaster preparedness 
training, evacuation, and the use of early warning. Anyar Village has a disaster volunteer team 
inaugurated through a Village Head Decree, although it does not yet have an early warning SOP. 
Evacuation sites include SMK Negeri 1 Anyar, Anyar District Office, and Kadu Dago Village, 
Sindang Karya Village. 

3.1.5. Bulakan Village 
Bulakan Village has the smallest population among the IDRIP loci, namely 4,417 people, with 

a density of 653 people/km² in an area of 6.77 km². A total of 659 residents (14.92%) are classified 
as vulnerable, and 14 people are disabled. This village has a moderate tsunami risk, with a low-
risk area of 6.18 hectares and a moderate-risk area of 505.53 hectares. Although it has not 
experienced a tsunami in the last 20 years, Bulakan Village does not yet have an early warning 
siren. However, the community and village governments have stated the importance of the siren 
and are committed to maintaining it if it is built. 

In preparedness, BPBD has provided socialization regarding evacuation routes, and signs are 
now installed in various locations. Bulakan Village does not yet have a disaster volunteer team or 
early warning SOP. If a tsunami occurs, the community plans to evacuate to the hills or mountains 
around the village. 

3.1.1. Karang Suraga Village 
Karang Suraga Village has 6,300 people with a density of 694 people/km² in an area of 9.08 

km², making it the largest village among the IDRIP loci. A total of 968 residents (15.37%) are 
classified as vulnerable, and 16 people are disabled. Almost the entire village area (97.40% or 
884.38 hectares) is potentially exposed to a tsunami, with the greatest risk being in the moderate 
class (879.20 hectares), so this village is categorized as moderate risk. 

Karang Suraga Village does not yet have an early warning siren despite being exposed to a 
tsunami. Early warning information was distributed through WhatsApp Group (WAG), but the 
community considered the siren very important, considering the village's location facing the Sunda 
Strait. In preparedness, BPBD has provided socialization regarding evacuation routes and signs. 
These signs direct residents away from the coast to higher areas, although the village does not yet 
have a disaster volunteer team or early warning SOP. 

3.1.2. Argawana Village 
Argawana Village has the largest population among the IDRIP locus villages in Serang 

Regency, namely 7,876 people, with a density of 1,847 people/km² in an area of 4.27 km². As 
many as 16.19% of the population (1,275 people) are classified as vulnerable, and 13 people are 
disabled. The area potentially exposed to a tsunami is only 10.83% (46.21 hectares), with low risk 
(40.11 hectares) and medium (6.10 hectares), so the risk of a tsunami disaster in this village is 
relatively low. 

Argawana Village does not yet have an early warning siren for tsunamis, but the community 
supports its existence to improve safety. Community preparedness is quite good thanks to disaster 
socialization by the Government, business world, and volunteers. Although the SOP for early 
warning is not yet available, the community uses mosque loudspeakers and evacuation signs 
installed through the IDRIP 2023 program to direct residents to evacuation sites in Banyuwangi 
Village. 
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3.1.3. Salira Village 
Salira Village has 5,063 inhabitants with a density of 1,469 inhabitants/km² in an area of 3.45 

km². As many as 13.98% of the population (708 people) are classified as vulnerable, with no 
disabled residents. The area potentially exposed to a tsunami reaches 15.30% (52.73 hectares), 
most of which are in the medium risk class (46.45 hectares), so the tsunami risk level is categorized 
as MEDIUM. This village does not yet have an early warning siren, and information is conveyed 
through social media. The community welcomed the plan to build a siren and is committed to 
maintaining the device's functioning. Community preparedness is quite good, supported by 
disaster socialization from BPBD and Destana facilitators and disaster facility assistance from PT. 
Indonesia Power. Evacuation sites are directed to SMP Negeri 1 Pulo Ampel as a Temporary 
Evacuation Site (TES) and Kampung Salira Waringin as the Final Evacuation Site (TEA). 
However, there is no standard early warning SOP. 

3.1.6. Sumuranja Village 
Sumuranja Village has 4,972 inhabitants with a density of 1,709 inhabitants/km² in an area of 

2.91 km². The vulnerable population is 15.51% (771 people), and there are two people with 
disabilities. The tsunami-exposed area of 10.73% (31.22 hectares) is relatively small with 
moderate risk (18.37 hectares), so the tsunami disaster risk is categorized as MEDIUM. Early 
warning information is delivered through WhatsApp Group and the InaRISK application. The 
community supports the construction of early warning sirens for the safety of residents. 
Preparedness is considered quite good with the presence of a disaster volunteer team, socialization 
from BPBD and BNPB, and evacuation signs from the IDRIP program and Serang Raya 
University. Although evacuation routes are available, Sumuranja Village does not yet have a TES, 
TEA, or early warning SOP.  

 
3.2. Description of serang regency early warning system 

Organization, installation, and testing of early warning systems are part of preparedness as 
regulated in Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management. This system aims to inform 
the Government and the public to anticipate disasters and prepare for emergencies. Effective early 
warning provides information on potential disasters and supports rescue, evacuation, protection of 
vulnerable groups, and management of refugees, both in the alert and emergency response phases. 
This information is also used in contingency plan operations. 

According to BNPB Regulation No. 4 of 2022, there are five main activities in early warning: 
observation of disaster symptoms, data analysis, decision-making, dissemination of information, 
and community action. Observation and analysis activities prioritize applied technology, such as 
the central Government's implementation. However, BPBD, through Pusdalops, still plays a role 
in supporting the observation and analysis of local disasters. 

BMKG is responsible for the observation of earthquakes and tsunamis according to Presidential 
Regulation No. 93 of 2019. This early warning system is based on detecting the primary wave (P) 
before the damaging secondary wave (S). Earthquake information is delivered in less than 3 
minutes through platforms such as INA-TEWS and InaRISK, including earthquake magnitude, 
tsunami potential, and shake map, using tools such as seismometers, accelerographs, and GPS. 

Serang Regency already has a disaster information and early warning system that combines 
technology and local wisdom, although it is still focused on earthquakes and tsunamis. Some of 
the early warning infrastructure that has been built in Serang Regency are: 
a) WRS-NG21, which BMKG will assist in 2021. WRS-NG is a communication tool from BMKG 

used to disseminate tsunami warnings to intermediary institutions, including BPBD/Pusdalops. 
This device supports Pusdalops's two main functions, namely receiving and disseminating 
warnings and directions to communities at risk. The placement of WRS-NG at the Serang 
Regency BPBD office accelerates the delivery of information on potential tsunamis or 
earthquakes according to the SOP for early warning and evacuation. 

b) In the early warning communication mode, Pusdalops BPBD Serang Regency has used various 
communication modes for internal communication of Pusdalops personnel and to communicate 
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with external parties. Internal communication mode using 2 RIG radios where 1 belongs to 
BPBD, and one belongs to BNPB, which uses a VHF frequency channel at 150.430 MHz. To 
communicate with BPBD Banten Province, Pusdalops uses a RIG radio with a frequency of 
150.430 MHz connected to a repeater belonging to BPBD Banten Province. PLN electricity 
sources and generators operate various communication devices and provide backup electricity 
sources. 

c) Early warning transmitter system: Currently, there is a transmitter tower located in the 
Pusdalops office complex. It is a 4-inch monopole tower with a height of 15 meters and 
functions as an internal BPBD radio communication antenna. This tower was procured in 2013 
and built on government land. 

d) Dissemination sirens were used for early warning information and tsunami evacuation, whereas 
until September 2023, there were two units of tsunami early warning sirens. The sirens do not 
overlap with the location of the Tsunami Early Warning Information Dissemination Siren 
Development activities through the IDRIP program. Based on their condition, the two units still 
functioning apart from the BPBD sirens have earthquake detectors at the Pusdalops office. The 
sirens in Serang use GSM signals, and the cell phone is the control button.  
The list and distribution of existing siren placement locations can be seen in figure 3 below. 
 

  
   

 
Figure 3. Dissemination technology and placement of sirens in Serang Regency. 

 
 
3.3. Institutional Description 
Institutions involved in the dissemination of tsunami early warnings in Serang Regency can be 

described as follows: 
a) The Meteorology and Geophysics Agency (BMKG) is an institution that has the technology to 

obtain initial data on earthquake events. 
b) The National Disaster Management Agency (BNPB) is a government institution that is the 

coordinator for handling disaster events 
c) BPBD, through the Pusdalops unit, receives disaster event information directly from BMKG. 

This information is received through technological devices owned by the Serang Regency 
BPBD 

d) Pusdalops then conveys the tsunami early warning information through available technology 
such as Sirens, WA Groups, Call Centers, and Social Media Groups. This WA Group includes 
local government organisations, the private sector, and communities interested in disasters. 
Dissemination of this information is aimed at communities at the village level with the potential 
for tsunami disasters. 

e) Village Government: The central manager conveys early warning information and organises 
responses at the village level. 

f) Disaster Preparedness Group, Disseminating early warning information through various 
communication channels. 

g) Community leaders/religious leaders, as well as respected and trusted parties, have a significant 
influence in conveying messages related to disasters. 
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h) Karang Taruna, assisting in disseminating early warning information through social media and 
other communication tools. 
Information institutions' centralisation and capacity to disseminate information can be described 

based on these institutions. First, this institution forms an early warning information institution 
and dissemination centre that operates continuously with trained personnel according to agreed 
national standards and international benchmarks. This institution will utilise disaster risk 
knowledge and hazard information developed on the MHEWS Platform to produce early warning 
system products based on impact and early action that can be accessed by all communities of all 
ages, genders, and abilities, including in remote areas.  

Second, strengthening dissemination capabilities. This institution strengthens existing 
capabilities to disseminate MHEWS information messages and supports increased preparedness 
capacity. This effort will consider existing capabilities to provide warnings of hazards, including 
and starting from the provinces affected by the 2018 disasters. This includes replacing and 
upgrading existing communications equipment, computer networks, and information and 
communication technology platforms. 

In some cases, geographic coverage will be expanded; in others, outdated technology will be 
replaced. This strengthening will be carried out primarily for Pusdalops at the district/city level. 
Equipment will be selected based on local specifications and include technical and other 
considerations to enable integration into existing systems and ease of maintenance and operation. 
By combining local wisdom with modern efforts, the Serang Regency community can improve its 
preparedness and mitigation for tsunamis or other earthquakes. 

Third, Institutions at the village level need to work together synergistically to improve the 
effectiveness of early warning dissemination. This collaboration can involve: a). Structured 
coordination through village deliberations involving all institutions to discuss disaster mitigation 
and response strategies; b). Local risk mapping: communities create maps of disaster-prone areas 
and evacuation routes; dan Integrated simulations involving all institutions in evacuation 
simulations so that each party understands their role during a disaster. 

With a strong village institutional role, communities can be better prepared for earthquakes and 
tsunamis to minimise the risk of loss of life. It should provide a concise and precise description of 
the experimental results, their interpretation as well as the experimental conclusions that can be 
drawn. 

 
4. Discussion 

The findings from six coastal villages in Serang Regency show that tsunami vulnerability remains 

high, while the capacity of early warning systems is limited. Modern devices such as WRS-NG21 

and early warning sirens exist but are constrained by technical issues and limited coverage. In 

contrast, traditional methods like mosque loudspeakers, kentongan, and WhatsApp groups remain 

effective in reaching communities. This duality highlights the urgent need to integrate modern 

technologies with culturally embedded communication systems. 

For example, Anyar and Karang Suraga villages demonstrated that portable sirens and social media 

groups can effectively support community preparedness. However, most villages still lack 

standardized operating procedures (SOPs) and permanent siren installations, leaving gaps in 

reliability. Similar to findings in Pekalongan’s tidal flood management [14], Serang’s case shows 

that local institutional collaboration and community participation are critical in ensuring early 

warning messages are acted upon. Comparable patterns were also observed in Japan [8], where 

disaster-resilient communities were built through strong local institutions and culturally rooted 

practices. 
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The study also reveals that institutional capacity at the village level is underdeveloped. Disaster 

volunteer teams, where present, often lack training and coordination with official agencies. This 

reduces the effectiveness of communication chains during emergencies. A study in Aceh 

highlighted the same issue, showing that volunteer networks significantly improve preparedness 

when supported by local governments [4]. In the Philippines, integrating indigenous warning 

systems with formal disaster agencies has been reported to reduce delays in community evacuation 

[2]. 

Integrating technology and local wisdom is another critical aspect. Traditional cues, such as 

changes in animal behavior and natural signs, are deeply trusted by local communities. When 

combined with modern sensors and digital communication, these cues can enhance the credibility 

and speed of warnings. Similar integration has been found in African flood-prone regions, where 

blending local environmental knowledge with modern monitoring improved community trust in 

early warnings [3][15]. In Indonesia, integrating indigenous practices into formal disaster 

preparedness has been shown to strengthen resilience, such as in the case of Anak Krakatau [16], 

and in Mentawai Islands where local wisdom is embedded in disaster mitigation strategies [17]. 

Likewise, empirical lessons from Tiworo illustrate that local wisdom is a specific knowledge 

system that enhances community adaptation to natural hazards [18]. In Nepal, incorporating 

traditional practices into disaster education has also been shown to strengthen adaptive capacities 

[19]. 

From a technological standpoint, innovations such as recurrent neural networks have been 

successfully applied in tsunami tide prediction, supporting the Indonesia Tsunami Early Warning 

System [20]. Recent developments in digital twin models based on Bayesian inference further 

highlight the potential for real-time decision-making in tsunami early warning [21]. These findings 

complement earlier reviews showing that integrating scientific and local knowledge in early 

warning systems leads to more trusted and effective disaster risk reduction strategies [3]. 

Overall, Serang Regency’s early warning system is evolving toward a hybrid model that leverages 

both modern and traditional mechanisms. However, gaps in infrastructure, institutional capacity, 

and SOP development remain significant challenges. These findings align with broader 

international evidence that disaster governance becomes more sustainable when technological 

innovation is embedded within local cultural and institutional contexts. 

 

5. Conclusion 

This study shows that integrating modern technology with local wisdom can significantly 

strengthen tsunami early warning systems in Serang Regency. The novelty lies in demonstrating 

that hybrid strategies linking scientific tools such as WRS-NG21 and sirens with traditional 

communication and knowledge are both practical and culturally relevant. Comparisons with 

studies in Japan, Aceh, the Philippines, and Africa confirm that similar hybrid approaches enhance 

resilience and inclusivity. Strengthening institutional coordination at the village level and 

formalizing SOPs remain urgent tasks. Embedding local knowledge within technological systems 

creates disaster governance that is more inclusive, sustainable, and resilient to future tsunami risks. 



 

 

46 
 

Recommendations 

Based on the findings of this study and comparisons with similar research globally, several 

recommendations can be made for policymakers and disaster management stakeholders in Serang 

Regency and other tsunami-prone regions: 

Institutionalize Hybrid Strategies – The integration of modern technology with local wisdom 

should be formalized as a core disaster preparedness strategy. Evidence from Japan [8], Aceh [4], 

and the Philippines confirms that hybrid approaches strengthen community trust and accelerate 

responses [2]. 

Strengthen Village-Level Institutions – Local disaster volunteer teams require continuous training 

and structured coordination with BPBD and BMKG. Comparative studies show that strong 

community institutions significantly enhance preparedness and resilience. 

Develop and Standardize SOPs – Formal operating procedures for early warning dissemination 

should be established at the village level. This ensures consistency and reliability, especially in 

areas with limited siren coverage or unstable communication networks. 

Invest in Inclusive Communication Networks – Investments should not only focus on advanced 

tools like WRS-NG21 but also grassroots-level channels, including mosque loudspeakers, 

kentongan, and digital groups. Studies from Africa show that inclusive communication improves 

both access and trust in warning systems [3]. 

Embed Local Wisdom in Disaster Education – Traditional environmental cues and practices 

should be documented, validated, and included in disaster education for schools and community 

training. Evidence from Nepal shows that combining digital education tools with cultural 

knowledge enhances intergenerational resilience [19]. 
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